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Perkembangan ilalam biitang pelayanan kesehatan memerlukan suattt wailah yang
berbe*tuk&adax***tt*nyangme*ggalidanaxcwala*gsuagdxirua*yardrat,danrwt*lt
sakit xbagai savana kesehatan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun oleh
masyarakat ilalatn hal ini ntruah sakit xbagai "rcchtspersoon", sehingga rumah sakit
iuga mempunyai hak ilan dibebani kewajihan menurut hukum. Permasalaharx ynttg
timbul,pertama, bentuk Badan Hukurn itu suilah tepat bagi suatu rumah sakit, karena
rumaltsakittneutperkerjakan tenagakerjabidangmedkdan uan wedis, seW&ggapendirian
sttatu rumah sakit dituangkan dalam bentuk Yayasaru yang hrnts tunduk pada undang-
Undang No 28 tahun 20A4 tuntang Yayasan. Kebijakan (poticfi ditentukan oleh pendiri
yayasan yfifig merupakan organ ynfig ?nefttpunyai knoettangil?r tertinggi, di sa*rying itu
ada pengunrs yfry*San ysrxg mempunyai krwajiban untuk menentukan kebijaka* umum
@olicy) serta menentukan peran dan fungsi rumah sakit dalam hubungan hukum ke luar(ekstern) yang berkaitan mengenai perbuatan hukum dengan pfiak ketiga. Kedua,
mengenaipataruggmgjawaban rutmahsakit,lchususnyayangbsrkaitan denganpel*yanan
kesehatan kryada masyarakat, sehingga dengan menggunakan bentuk Badan Hukum
Yayasan bagi rwmah salcit, menimbulkan permasalahan karena direksi dan staf direksi
bertanggungjawab secara langsung kepada ?engun{s yayfrsfrn, padahal direksi dan staf
direksi ini terdki dari tenaga kesehatan yang tergabung dalam'medical staff ymg secnrfi
fungsianal menentuksn peraturan-peraturan dan deskripsi tugas untuk staf tetap rumah
sakit dan hants dipatuhi oleh anggota staf, ili samping itu peraturan-Veraturan tersebut
tidakboleh bertentangan dengan hukum dan keptatingan rumah sakit, tetapi sebaliknya
justru untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
Kata lamci: hukum perumahsakif an, Indonesia.
PENDAHULUAN
Adanya Undang Undang Nomor 16 Tlahun 2001jo Undang Undang Nomor 28 Thhun
20(X tentangYayasan, memberikan peluangbagipendirian suatu usaha di bidang kesehatan,
karena keberadaan yayasan merupakan zuatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan
adanya suatu wadah atau lembaga yang bersifat dan bertuiuan sosiaf keagamaan dan
kemanusiaan. Yayasan dipandang sebagai suatu berrtuk vang ideal untuk mewujudkan
keinginan manusia dan membawa manfaat positif dari sisi kemanusiaan, karena yayasan tidak
semata-mata mencari keuntungan (profit), sebagai lembaga nirlaba, berbeda dengan badan
usahaataubadanhukumlainnya seperti: perseroan terbatas, perseroan komanditer danlainnva.
Seiarah keberadaan yayasan, di mulai dari negara-negara yang menggunakan sistem hukum
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'cornrfiottlmu',yayasandikenal seb agar fuundation' ,l<atrrra sifah'rya yang sangat mulia, padaltal
masyarakatbaratyangtereknal individualis, temyata masih tetapmemilikipemikiran sosial
dan kehidupan sosialnyacukup tinggi,bahkan para pengusahanya terlibatsecaraaktif dalarn
pendirian dan pensosialisasian ).ayasannoereka yangbergerakdi bidangkesehatan, artara
lain: pembearntasan penvakitAIDS, penyakit kanker, dan yangbergerak di bidang sosial
Iainnya antara lain: pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar dari negara dunia ketiga. Di
Regara-negara Eropa seperti |erman, Swiss dan Belgia, yayasan diatur dengan peraturan
perundang-undangan iuga di ]erman: Burgtrliclrcs Gezetsbuch-1896;di Belgia: Van Openbaar
N ttt-1921 ; di Swiss: Ziail Gezet sbuclt -1970.2
Dilndonesi4 keberadaan yayasan dikenal sejak jaman pemerintahan Hindhia Belancla,
dengarr sebutan; stichting, di,]erman: stiftunga namun tidak ada suatu aturanpun yang
menegaskanbentukhukum suatu yayasan tersebut, demikianluga tentang tuiuan dan kegiatan
yang boleh dilakukan oleh yayasan tersebut. Stichting dalam diatur dalam Kitab Undang-
Undar:gHukum Perdata Pasal365 dan Pasal 899, demikian juga dalam Pasal 900 dan 168A,
sehingga dapat disimpulkan bahwa 'stichting'ini diakui keberadaannya. Setelah bebas dari
penjajahan Belanda dan ]epang, dan menjadi negara r.ang merdeka dan berdaulat, rnak*
Mairkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesai tanggal 27 Juni197:"J,
No. 124 KlSipll9TS,aberpendirian bahr.va perubahan wakaf menjadi yayasan diperbolbhkar
karena tuiuan dan maksudnya sama/ tetap, sehingga meskipun belum ada undang-undang
yang mengatur tentafig yayasan, ftarfiun keadaan ini tidak mengqrangr percepatan
pertumbuhan yayasan, dan yang menjadi masalah pada masa itu, apakah yayasan dapat
menjadi badanhukumberdasarkan undang-undang atauberdasarkan kebiasaan atau doktrin
atau yurisprudensi,s akan tetapi belum ada doktrin ataupunyurisprudorsiyangmenjamin
kepastian hukum tentang yayasan, sehingga rering terjadi kasus-kasus sengketa antara pendiri
vayasan dertgan prhak lain- HeI ixi teriadi karerra ada dugaan atau kecenderuaga* hahwa
yayasan sebagaibidanhukum untukmenampung liekayaariyangberasal dariparalendirinyr,
atau pihak lain yang dlperoleh dengan cara melawan hutum, bahkan sebagai wadah untuk
memperkaS'a diri para pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus yayasan. Yayasan tidak
lagi bersifat nirlaba bahkan yayasan menjalankan u-caha-usaha dagang dan komersiai dengarl
segalaa+ek&ya$emerrEraiheteriadi pendapaiyaiiu:pendapa.iy-angnrergatak*n
bahwa yayasan pada hakekafirya adalah tidak rnencari keuntungan karena bergerak di bidang
sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sectangkan pendapatyanglain mengatakan bahwa tidak
ada laranganuntukyayasan dalammelakukan kegiatandaganglbisnis dankomersial, kareni:
derlgan kegiatan tersebut dapat meningkatan perekonomian dan membuka kesempatan keri;l
bagimasyarakat
Pertumbuhanyayasan tidak diimbangi dengan terbinryaperaturanperundang-undangan..
bahkan dalam Peraturan Menteri Penerangan RI No.0UPERMENPEN/1984 tentang Surat
Izin Usaha Penerbitan Pers, Pasal10, diatur bahlva yayasan sebagai salah satu bentuk bad;rn
hukum pemsahaan/pnerbitan pers.6Ketentuan tersebutmernberikan zuatu kesimpulanbahlva
$ecara tidak langsungpemerintahmengakuiyivasffi dapatmengadakan/melakukan kegiatan
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dagang/bisnis(dibidangpers).Flalinidapatditerimasehinggakonsekuensinya adalahyayasan
yan$ melakukan kegiatan dagangl bisnis dan bertujuan untuk 'profit oriented'adalah tidak
melanggar hukum, karena belum ada aturan yang mengatur secara tegas tentang yayasan.
Pertumbuhan yayasan yang profit oriented ini semakin ban;qp dan termasuk adanya
penyelewengan dalam penyelenggaraan yayasan, sehingga In ternational Monetary Fund(trvlF)
memberi tekanan pada pemerintah Indonesia untuk memperhatikan praktek kerja sejumlah
yayasan di Indonesia, seperti: yayasan keluarga Presiden masa itu (Soeharto), institusi militer
dan kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan dasar hukum pembentukan yayaysar"r
tremr mengeruk kzuntungan yang sebesar-besamya tanpa adanya kewajiban rrrembayar pajak.
Tekanan ini dituangkan dalam Zettey of Intent'(LoI)7, sebagai antithesis GrhadapprJkiek-
praktek kotor rezim Orde Baru dalam'mengumpulkan dana dengan cara firenggunakan
yayasan. Menteri Hukum dan Perundang-undangan Prof. dr.Yusril Mahendra, SH., pada Rapat
Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat RI pada 26 ]uni 2000, mengemukakan bahwa
adakecenderunganmasyarakatmendirikanyayamndenganmaksudberlindungdibalikstatus
hukum yayasarl untukmemperkaya diri para pengurus, pernbina dan pengawasrya, dengan
caramenghindaripaiakyangjelas-jelasmerugikannegara, bahkanyayasaniuga dipergunakan
untuk praktek lnoney laundring'' .Selama itu belum ada hukum positif yang mengatur tentang
yayasan, olehkarenaitu dibuatlahsuatu RancanganUndangUndang tentangYayasanbeserta
penielasannya yang kemudian disahkan menjadi Und.ang Undang Nomor 16 Tahulr 2001
tentang Yayasan, yang diberlakukan pada tanggal 5 Agustus 2{X}2, ;raxg kemudian diuhah
meniadi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2AA4, dalarn Pasal3 nya diatur sebagai berikut:
Ay at (L ) : yay asan dapat rnelakukan kegiatan usaha untuk mencapai maksud d an tujuanny a
dengan cara menilirikaru bailan ussha danlatau ikut ssrta dalam suatu hadan usalm.
,4yat (2): yaynsnntidakbolehmembagikonhasilkegiatan usahakepadaPentbina,Pengurus,
drmPungmttas
Hal inimempertegasbahwa adaperbedaan antarabergerakdibidangsosiaf keagamaan
dan kernanusiaan, dangan bergerak di bidang usaha yang mempunyai tuiuan komersial yaitu
mencari keuntungan yang dimaksudkan untuk menunjang pencapaian tujuan dan maksud
dari la5rasafi yangberge:ak di bidang sostal, keagamaan dan kemamsiaan, terrnasuk bidang
kesehatan dan ilmu pengetahuan, dengan demikian maka usaha untuk mencapai kepastian
dan ketertiban hukum tentang yayasan di Indonesia dengan diberlakukannya Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tersebu! dapat diwujudkan termasukusaha untuk mengembalikan
fungsi yayasan sebagaibadan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan pendiriannya
y&rgbersi{at sosia} keagamaan dan kernanusiaan serta menambah nilai akan keberadxan
dan stahrshukumyayasankhususnyamengenaikewajiban-kewajiban (liahtlrties),kedudukan
dan tugas yang jelas dari para pendiri, pengawas, pembina dan pengurus, serta memberikan
perlindungan hukum bagi asset-asehrya. Undang Undang Yayasan ini sebagai zuatu ketentuan
yang mengatur tentang persyaratan formil dan materiil merupakan peraturan hukumyang
berslfat memaksa {dzoixgendrert*), vang ha:rus dipenuhi oteh suatu yayasan" sehing;a suatu
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Pendirian suatu yayasan menuruthukum perdata, disyaratkan harus memenuhi 2 (ctua)
aspekyaitu: a) aspek materiil harusada pemisahan kekayaan; mempunyaituiuanyang jelar;
dan ada crganisasi (nama, susunan dan badan pengurus); b) aspek formil: pendirian )rayisar ,dalam rwiud akta autentik.
Berdasarkan Undang Undang Yayasan, zuahr Yayasan harus bersifat sebagai berikut:e a)
sosial (social);blkeasamaan {religiaus);c)kemanusiaan(h:umanify). Si{at-sifatiniharustercermin
dalam maksud dan tujuan serta kegiaftitr yayasan, dan para anggota yayasan yaitu: pembina,
pengurus dan Pengawas harusbeker;'a secara sukarela, tanpa menerima gair, upah atau honor
tetap, serta tidakboleh bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pembina, pen6;urus;
dan pengawasyayasan
Maksud dan tujuan yayasan dilndonesiaharus memenuhi ketentuan sebagaiberikut: a)
Untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemsnusiaan (Pasall angka 1); b)
Maksud dan tuiuan yayasan harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Penjelasan
Pasal3 ayat (2)); c) Maksud dan tuiuanyayasan wajib dicantumkan dalam anttaran'dasar
yayasan (Pasal 14 ayat (2) huruf b).
Sebelum berlakunya Undang Undang Yayasan ini, Yayasan sebagai badan hukurn
(rechtspersoor), sudah sejak lama diakui dan tidak cliragukan, meskipunbeium ada undang-
undang yang rnengaturnya, dan dalam kenyataannya yayasan diperlakukan sebag ai 'lag:al
entity'(badan hukum).
Mg-numt Blrrk's Lr-:*r Llictionory adalah:
"An entity, other natural person, who has sufficient existence in legal cortemplation that
it can ftnctian leg*lly, he swil ar sue and make decisian tfuought agents as in the case of
coryoratiott " ro
Dilndonesia,beberapapakarhukumantaralain P?of.Subektimenyatakanbahwayayasarr
adalah suatubadanhukum dibawahpimpinan suatubadan pengurusdengan tujuan sosial
dan tujuan tertentu yang legal; sedangkan Prof. Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa
yayasan adalah badan hukum dan dasar dari suatu yayasan adalah harta kekayaanr yang
dengan kemauan pemilik ditetapkan guna mencapai suatu tuiuan tertentu; dan meskipun
yayasan belum diatur dalam suatu afuran perundang-undangan, ya-Irasan sebagai badan
hukum dapat melakukan kegiatan dalam masyarakat seperti iual beli, sewa menyewa, tlan
lairrrrya dengan mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekarraim orang-orang yang
mengurus yayasan tersebu t-
Halyangmendasardanpalingzulitdipahamiadalahcaracluaorganisasitersebut(organisasi
Yrafit dan argatisasi rer poft,ti mengembangkan misi dan mengeraluasi keberftasit. flIryar
dalamhal organisasipropuntukmeningkatkan nilaikekayaan organisasi adalah tujuan ut;:ma
dan dianggap universat dan lebih makro lagi, maka tujuan suatu organisasi profit adalalt
mllghasilkan produk dan jasa dan dijual dengan ketrntungan yang maksimum. Di samping
itniuga rnenyangkut tanggung jawab sosial, kualitas produk dan pertumbuhan pelayanal,
ya*gke*ernuanya itu merupakanukuran k*re.rha*ilarl pac{a *:atu arpnisaeiproff;clalarnhal
organisasi nanprofit, ukurankerja finansiil hanya merupakan salah satu dimensi dari tujuan





































































Nany Suryawatl Hukum Untuk Perumahsakitan Berdasarkan Peratxran ,l s
program pelayanan sosial misalnya: pelahhan para calon dokter kepada para malra$jsvr;1
universitasnqeridikotakecil,danpmdidikandokteritumenjadiberkembangsertamernbertk*r
arti bagi kesejahteraan masyarakat setempat, dengan demikian suatu pendldifar, dokter $rlrt&
pelayanan kesehatan dalam lvujud rumah sakit kecil (poliklinik) menghadapi dilemma an{nra
mengejar kinerja finansial ataukinerjasosiaf yang jelasupaya pemenuhankinerjasosialakan
menyebabkan kesulitan finansial.
Sementara itu suatu organisasibaikyangprafit maupun yang?tanprofit,mengfrginknn
pertumbuhan, kalau arganisasiprafitberarti peningkatan kekayaan pemegang saharn ri;:rn
direfleksikan dalam perkembangan usahanya, sedangkan organisasi nan. pra.l'it
perturnbuharurya lebih mengarah pada peningkatan pelayanan sosial qebagai suatu fujrri,rn




Sebagaintana telah diuraikan di atas, maka ]rayssan sebagai suatu bentuk organisai;i 5,arr1
bergerakdisector public diwajibkan untukmenerapkan pendekatan akuntabilitas seperti y*r"lp,
digunakan dalam perusahaan. Pemberlakuan Undang Undang Yayasan adalah uritulc
menctptakan tftInsparafisi dan atarrabilihsyangld:ihbaik, dari suduf pandffigala*rrabitiers
ini ada persamaan dan perbedaan praktek akuntansi antara organisasi yayasan (nonfor yx,afit
or ganizat ia,1) dengan peru sahaan (far profit or gan izatio n ) -
Kesamaan yavasan dengan perusahaan adalah: 1) Keduar, ya diwajibkanuntuk memlruat
pembukuan dengan sistem berpasangan(double etrtry bookkeeping) danmengacu pada stanclar
akurttansi;2) Merniliki siklus akunt*nsi yang serupa dan mernbuat lap*ran kanalrgan s{+tii,}f}
akhir periode akuntansi (bila perlu diaudit oleh akuntan publik); 3) Obyektivitas dan transparanr;i
dalam laporan keuangan; 4) Harus menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien rJ an
efektif karena kelangkaan sumber daya (scarcity of resaurces), yangdimiliki;5) Yayasan dar"r
pentsahaan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi dan mengguukan sumber d,a3ia
vans sama untuk mencapai tuiuan organisasi;6) Para mansgel kedua organisasi tersrtrr:t
membufuhkan informasi yanghandal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajenr.rs:
(r'aitu: perencanaan, koordinasi dan pengendalian); 7) Kedua bentuk organisasi ini terikat pr;r eta
peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disyaratkan bagimasing-masi*g
organisasi.li
Perbedaan antarayaysssll dan perusahaan, yang tekait erat dengan karakteristik spmifik
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Asas Pembukuan Cash Accounting Basis Accrual Accounting
Basis



















Value for Money Value of l,vi[onev











Sumber; R$ormasi Ycyr.sau, prspektif Hukuru tlaa hlanajemen
Yayasan yang bergerak di biclang kesehatan pada umumnya adalah ya),asan yangbersifat
sosial, kemanusiaan bahkan iuga mengandung misi keagarnaan, sehingga suatu yayasan yang
memfokuskan diri pada pelayanan kesehatan dan kemanusiaao, derr[an mendiiikan r*ut
tempat/ bangunan yan g dinam akan rumah saki t, hampir keseluruhuo L 
"r,ggrr,akan bentu kyayasan.
UndangUndang No 36 Thhun 2009 tentangKesehatan, Pasal 14 nyamengatur tentang
tanggung jarvab pemerintah untuk mengatur, menyelenggarakan, .r,e*Lina, dan mengawasi
geny-elenggaraan up1):a,-!esehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, dan t 
"gg*gjawab pemerintah ini dikhususkan pada pelal.anan pubtil.
Undang Undang Nomorl4 Tahun zffig tefitangkumah sakit, Pasat l menyatakan bahwa:
Rtrmah Sakitadalah instihrsi pelayanan kesehatanyangmenyelengga*f.r" pufryanan kesehata;"t
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, jalan, dan gawat
darurat.
- 
Pasal ini mengisyaratkan bahrva suatu rumah sakit merupakan institusi atau lembaga
pelayanen kesehatan sehingga bentuk badarr hukum yeng sesuai adalah Yaya"ur- O;r,
mendirikan badan usaha sehagai salal^r satu kegiatan dari y1v"-*ar tersebut, dan karena di
masyarakat-cttdah berkembangsuatupengakuanbahrvasuaturumahsakitadalahsuahbadan
hukum, khususnya rumah sakit sr,vasta, sedangkan rumah sakit pemerintah dikelola *leh






































Nany Suryawati, Hukum Untuk Perumahsakitan Berdasarkan peratura:r { f
Yayasan Rumah Sakit (swasta) sebagai badan hukum a taurechtspersoon, ini bukan berarffi
orang dalam arti manusia secara alami yang datam perhubungan dalam masyarakat
mempunyaihakdankewajiban, sehinggamanusiasebagaiyersoonmentpakansubyekhukurn.
oleh karena ittl, yayasan sebagai badan hukum dapatbertindak sebagai subyek hukum dalarn
hubungan hukum dengan subyek hukum yan g lain dalam masyarakat.
Yayasan yang ada di masyarakat telah bertumbuh dan berkembang secara pesat, dan
telah melakukanperhubungan-perhubr:ngan hukum dalam masyarakat, sebagai rcchtspersaon
terhadap pihak lain yang dapat saja berupa orang atau persoon dan badan hukum atau
rechtspersoon juga; sebagai rechtpersoon yayasan juga mempunyai hak untuk dipilih dalam
pemilihan umum seperti persoon.
Permasalahannya adalah: apakah suatuorganisasiitu selalu merupakanbadanhukum,
perlu dikaji dari beberapa teori hukum, antara lain: 1) Teori Fiksi: hanya mengakui manusia
seara alami saia yang dapat mer{adi subyek hukum, anggapan badan hukum seba.gai subyek
hukum merupakan'fiksi'saia, pelopor teori ini Friedrich Carl von Savigny; Z; Teori Organ:
mengatakan bahwa pada hakekatnya badan hukum sama dengan manusia dhn bukar fiksi,
karena badan hukum merupakan realitas, kenyataan. yang dalam tindaknnya menggunakan
organ seperti manusia peleipor teori ini adalah Otto von Gierke;3) Teori Pemilikan Bersama:
menganggaphakdankewajibanbadan hukumitusama denganhakdan kewajiban anggota
secara bersama-ffim4 pelopor teori ini Rudolf von |hering; 4) Teori Kekayaan: pada hakikaturya
menyatakanbahwabadanhukum merupakankerryataanyangtidakdapatdibantahdengan
adanya hak-hak atas suatu kekayaan tanpa adanya seorangpun manusia yang menjadi
pendukung hak tersebut, pelopor teori ini A.Brinz dan Van der Heijden; 5) Teori Kekayaan
Jabatan (ambtelijkvermogen): mengatakan bal'rwa kekayaan yang terpisah dari kekayaan para
anggota suatu organisasi itu menitiberatkan pada permodalan Harta kekayaan yang terpisah
itr diFer$nt$kkan hriuan tertentur Feloper hri ini: Holder dan Binder s+:ta FJ-Oud; 5) Teori
Kenyataan Yuridis: menyatakan secara tegas bahwa memberikan status badan hukum(rechtspersoonlijkheid) itu kepada badan hukum yang melihatnya sebagai suatu faktal
kenyataanyang dilahirkan oleh hukum, peloporteoriini: E.M.Meijers dan PaulScholten.l3
Dasar konfirmasi bahwa suatu organisasi itu berbenhrk yavasan adalah, apakah organisasi
ihrmendasarkan diripadadoktrin atau aiaranilmupengetahuan (hukum)yang ada dalam
kepustakaan, atau rnelihat pada kenyataan yangberkaitan erat denagn sistem hukum yang
dianut negara tempat organisasi itu berasal, untuk yayasan yang bersifat idealistis, sosial dan
kwranusaiaan, maka dilihat sistem hukum yangdianut oleh suatu negara sepertiyarrg ada
dalam kepustakaan, yaitu penentuan statushukum suatu organisasi yang pada hakikabrya
ada 2 (dua) sistem yang ada yaihr: 1) sistem terbuka dan 2) sistem terrutrrp.
Halinimenunjukkkan bahwa yayasan dapatmenjadibadan hukum, baikberdasarkan
sistem terbuka maupun sistem terhrtup karena berkaitan erat dengan sistem hukum dari negara
vangbersangkutan.
Setelah masa penjajahan lelvat, maka ada pluralisme di dalam dunia hukum perdata di
Indonesia, maka dengan adanya perhrmbuhan dan perkembangan yayasan di lndonesia olch
masyarakat, hanya berdasarkan atas kebiasaan dan l,urisprudensi Mahkamah Agung yang
hrsebut di atas, dan di samping itu juga adanya kecenderungan masyarakat untuk rnendirikan
Jr'avasan dengan makzud berlindung di bawah status yavasan sebagai badan hukum.
'r HermienHadiariKoesrvadji,(2002),HukumLlntukPerumahsttkitan,Bandung:CitraAdityaBakii,hlm. 13ij-
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Yayasansebagaibadanhukummerupakanwadahuntukmengembangkankegiatansosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, dan juga memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan-
kegiatan sosial yang diadakan demi kepastian hukum dan ketertiban hukum. Selain itu agar
yayasanihr dapatberfungsi smuai denagnrnaksud dan tuluannyaharusberdasarkan prinsip
keterbukaan dan akuntabilitas.
Hat ini merupakan konsekuensi logis dan obyektif bagi suatu masyarakat yang stelsel
hukurnnya pluralistik; dengan diundangkannya Undang-Undang Nonror 16 tahun 2A01.,
tentang Yayasan, telah jelas bahwa di Indonesia menganut sistem tertutup dalam pendirian
yayasan sebagaibadanhukumyangsah, karena berdasarkanperaturan perundangan yans
berlaku dan sah. Undang-undang ini menetapkan yayasan sebagai badan hukum dan
merupakan subyek hukum yang diciptakan oleh undang-undang (bij wet) atau berdasarkan
urrd ang-un dang (kr acht ens w et ).
Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 16 Thhun 2ffi1 menyatakan bahwa yayasan adalah
badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan (dari pemitiknya) dan yang
diperunfukkan untuk mencapai tuluan tertenfu di bidang sosiaf, keagamaan, dan kemanusiaan,
yang tidak mempunyai anggota.
Yayasan yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat, sudah merupakan
kewajiban unhrk menyesuaikan diri dengan perundangundangan yang telah ada dan berlaku,
karenaUndang-Undanginimemberikanwaktuyangcukupuntukpenyesuaianselama 1 (satu)
tahun s:eiak diundangkan pada tmrggat 6 Agusftrs 2SSl hingga pada unggal 6 Agusttr sAffiZ
Mengenai Rumah Sakit Swasta yang saat ini sudah merupakan badan hukum yang
berstatus yayasan, tidak mengalami kesulitan untuk penyesuaian terhadap undang undang
yang dibulakukan, hanya safa perlu dipertegas untuk sistemnva, dilihat dari awal pendiriannya
berdasarkan Pasal 1 ayat (1 ) ataukah berdasarkan Pasal 8 ayat (3) yayasan didirikan oleh satu
orang atau tehih dertgan memischkan s*agia* herta kekayaan perrdirinya, sebagai kekayaa*
awal.
Kemudian juga harus diperhatikan juga Pasal 7 ayat{l)yayasan dapat rnendirikanbadan
usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Kata dapat ini secara
eksplisit menunjukkan bahwa rumah sakit sebagai yayasan tidak semata-mata komersial dan
ber*sienhsi pada bieris. tetapi tetap dalam bata*-bae* sosial dan kemanu$iaan d.an1 atau
keagamaan, Pasal T ayat (2) yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagaibentuk
usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak
25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaanYayasan.
Menurut Penjelas*;n Pasal 8:
Kegiatanbadanus*ha4fiya$rft rueffiplnryai cnk"tpa*yanglu*, termasuk antarslfiifthsk.
asasi manusia, kesenian, olah raga, perlittdungan konsuxten, pendidikan, littgkunraw
hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.
Dinamika masyarakatyangtercermin dalam kenyataan bidanghukum itulah yang oleh
Nonet dan Selaniekmerupakaneakupan bidang xrcrologic,al juisprntdeuce,yangmarurutRaseae



















































































Nany Suryawati, Hukum Untuk Perumahsakitan Berdasarkan Reraru.o,l { S
PendiriansuatuYayasanharusmemenuhi persyaratanformilyang sudah diatur secara
rincidalam berikut Pasalg, Pasall0, Pasal Ll, ttsall2danPasall3,danpersyaratan
materiil dalam Pasal 14 ayat (1) yang mengharuskan adanya Akte Pendirian dan memuat
Anggaran Dasar (AD), Yayasan; dan persyaratan materiil untuk pendirian yayasan diatur dalam
Pasal 14 ay at (2) mengenai muatan Anggaran Dasar Yayasan.
Pasal 37 ayat (2) bahwa Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam
melakukan perbuatan hukum unfuk dan atas nama Yayasan dan dalam Petrjelasannya: jika
Pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atasnama Yayasan, Anggaran Dasar dapat
membata,sikewenangantersebutdenganmenentukanbahwaunfukperbuatanhukumtertentu
diperlukan persehriuan terlebih dahulu dari Pembina danlatau Pengawas, ntisalnya unfuk
menjaminkan kekayaan yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit, dari penjelasan
ini tercermin adanya keterbukaan dalam pengelolaan yayasan dengan adanya salfurg kontrol
antara kegiatan yang krupa perbuatan hukum yang dilakukan, baik oleh Pengurus, Pernbina,
maupun Pengawas, melalui mekanisme persehriuan dari Pembina dan/atau Pengawas dalam
hal pe.ftuatan hukum yangdflakukan oleh Pengurus. Demikian iuga urituk Laporan Tahunan
vang merupakan kewaiiban Pengurus, diatur dalam Pasal48, Pasa149. Pasal 5O Pasa151 dan
Pasal52. Hak dan kewenangan Pengaw"as juga dibatasi dan diatur dalam Pasal 4l},Pasal4L,
Pasal 42, P asal 43, P asal M, P asal 45, Pasal 46, P asal 47 dan Pasal 48.
Penjelasan Pasal50 ayat (1) Laporan harus ditandatangani oleh semua Pengurus dan
Perrgara,'as karsta Lapan tersebut merupaka* berttr pertanggunglawabatt Pengu*rs dan
Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, apabila di antara Pengurus dan Pengawas ada yang
tidak menandatangani, alasan atau penyebab tidak menandatangani laporan tersebut harus
dijelaskan secara tertulis sehingga dapat digrnakan sebagaibahan pertimbangan oleh rapat
Pembina. Laporan tersebu t baru dianggap sah apabila disahkan dalam rapat Pembina (ayat
3)selainggasemakinida$ahbahrvaYayasan*agaibadanhulumuranganutasasketertrukaan
dan Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 ini berfungsi sebagai hukum res1sonsif-
Kegiatan yayasan rumah sakit ini juga berkaitan erat dengarl pengadaan alat-alat kesehatan
fual-beli), di samping itu juga adanlra perjanjian kerja atau kontrak kerja yang diadakan antara
Yayasan rumah sakit sebagai badan hukum dengan pihak ketiga, sehingga pada hakekatnya
untukpendirianval.asan rumah sakltsebagai suatubadanhukum diperlukan syarat-syarat
formil maupun materiil yang tertuang dalam Anggaran Dasamya, karena Yayasan Rumah
sakit sebagas.rechtspersoon dibebani pula dengan hak dan kewajiban sebagairnana layaknya
hak dan kewajiban yang dilrebankan kepada d ebitur dan kreditur.
Oleh karena itulah, maka pengurus yayasan yang terdiri dari orang perorangan itu
disl'aratkan mampu {bekaaarir) melakukan tindakan hukum (bekwaarnheid om eene verbintewis
wn te gaan) seperti halnya keabsahan suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Pendirian yayasan rumah sakit sebagai badan hukum (rechtspersoan) yang dalam
kegiatannya meliputi pelyanan kesehatan, pendidikan dan penelotian bagi rumah sakit
pendidikan itu, mengandung konsekuensi hukum, baikyangberupa hak atau kewenangan
rurupun kewajiban, akan tetapi dalam era ASEAN Free Trade Area (AFTA), Asia Pac{fic
E"canomic Cooperation (APEC), Perjanjian General Agteement inTariffonkade GAW), melalui
World T?ade Organirutian {WTO) dan Ivlasyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini, akan lehih
baik trila tujuan pendirian yayasan rumah saki.t tidak hanya bersifat sosial, keagamaan dan
kemanusiaan saja, mengingat fungsi dan peran rumah sakit pada masa kini untuk kawasan
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globalyangdihadgpikhrlzusryadalampelayanan jasaperumahsakitan.pergeserankebutuhan
huktrm masyarakat sebagai akibat kemiluan tehnologi bidang kesef,atan akan besarpagaruhnyate*aalgryasarytiasapetayanankesehataioletrruriattsakityangberdampak
f1a.a |<eqmtingan stafreftoldrrs d61a*- usafta meningkatkan investasinya, dan kesemu-a:rya i11i
adalah akibat dari pergeseran gaya hidup masyaiakat yang menujrpada gaya hic{up yang
konsumeristik, akan tetapi rumah sakit tltap harus siap mlmb"rit * peUffian kesehatan
sesuai dengan rumusan General Agreement on T?adc in Sero[cts(GATS) dalam GATT l99ldalam
wujud: Health arcd Sotial Relateil Seruices.
KESIMPT.JLAN
' Wadah hukum Yayasan bagi Rumah Sakit sudah sejak lama diikufi oleh masyarakat,
dengantetapmempertirnbangl,anp"rilakusosialbud"yu,kir*u,yubagiRurnahsakitSwasta,
sedangkan untuk rumah sakitpemerintah bentuknya adalah faaariUsatra Milik Negara(BUMN).
Rumah sakit harus mengikuti perkembangan jaman dan tehnologi, berdasarkan
Perencanaanstategikeri4sehinggamampubersaingdalammemberikanpelayanankesehatan
y'19 optimal bagi orangperorangan dalam masyalakat, karena fokus itumatr Sakit adalah
pada pelayanan terhadap pelanggan/ custonrcr.
. 
Bagiyayasanyangbergerakdibidang kesehataru harussegera membenahiorganisasinya
dengan memiliki anggota dan mendirikan badan usaha yrr,gErputmembiayai Rumah sakitSwastainidalamianskapaniangsupayapelayanannyaUeitau"y"t asertatq;dipenongkatan
kualitas sarana dan prasarananya demi kebutuhan.s takeholders
DAF'TARPUSTAKA
Koeswadji, Hermien Hadiati, (2002), Huktt*t l.lntuk Peruffiahsakitan,Bandung: Citra Aditya
Bakti-
Kusrttartnti Ms, Arie, (p$02]l, Hukaw y*ya**x di r*iloae*i*,|ekarta:r{kdi.
Untung, Budi, {2002), ReformasiYayasan, Perspektif ltuhtm ilan Manajaru4 Yogyakarta: Andi.
Kitab Undang Undang Hukum perdata (KUHperdata).
Undanq Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan juncto Undang Undang Nomor 2g
Tahun20tX.
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesel.ra tan.
I
